
Pengantar Perpajakan 

 

MINGGU 1 



• Romawi Kuno, 167 SM TRIBUTUM 
• Inggris, 1799 secara eksplisit diatur dalam uu 

sbg income tax 
• AS, di New Plymouth, 1643, Massachusetts 

1646, uu pajak federal 1861 
• Indonesia, sampai bulan des 1949, beberapa 

daerah tidak mampu mengutip pajak 



• Sumber pajak (Adam Smith): Sewa, 
Keuntungan, Upah 

• Semua subyek negara harus ikut memberi 
kontribusi terhadap pemerintah 

• Pajak yang dikenakan harus jelas/pasti 
• Pajak harus ditagih/dikenakan pada saat 

paling nyaman/mempunyai uang 
• Pajak sederhana, kecil, sesuai kemampuan 

 



Upeti 

Upeti 

Upeti 



• Pemungutan Pajak mengalami perubahan dari 
masa ke masa sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan negara (sosial dan ekonomi) 

• Pada mulanya pajak belum merupakan suatu 
pungutan, melainkan pemberian sukarela rakyat 
kepada raja u/ memelihara negara. 

• Setelah terbentuk negara nasional dan 
pemisahan rumah tangga negara dan pribadi raja, 
maka pembayaran pajak menjadi ditetapkan oleh 
negara (dapat dipaksakan) 



Definisi Pajak, Retribusi, dan Sumbangan 

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

(Prof. Dr. P.J.A. Andriani)  

 

menurut Ahli Hukum 



Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan 
dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) 
berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), 
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan 
untuk membiayai pengeluaran umum. 
(Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH) 

 



• Kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

 
• (Undang Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) 

menurut  UU Pajak 



• Iuran atau pungutan 

• Berdasarkan Undang-undang 

• Dapat dipaksakan 

• Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi 

• Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah 

UNSUR UNSUR PAJAK 



• pungutan yang dilakukan oleh negara 
sehubungan dengan penggunaan jasa-jasa 
yang disediakan oleh negara 

 

Retribusi 



– Pungutan retribusi harus berdasarkan UU 

– Sifat pungutannya dapat dipaksakan 

– Pemungutan dilakukan oleh negara 

– Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum 

– Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh 
pembayar retribusi) 

 

Unsur-Unsur Retribusi 



Retribusi 

Diatur dalam UU nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
 
Contoh : Retribusi Sampah, Retribusi Jalan Tol, Retribusi Parkir, dll 
 

DASAR HUKUM 



• biaya-biaya atau pengeluaran yang 
dikeluarkan untuk prestasi pemerintah 
tertentu 

 

Sumbangan 



• Unsur-unsur Sumbangan : 

– Pungutan sumbangan tidak berdasarkan UU, tapi lebih 
bersifat gotong-royong 

– Sifat pungutannya tidak dapat dipaksakan, melainkan 
sukarela 

– Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh 
pembayar sumbangan jika berada di daerah yang dibiayai 
oleh sumbangan 

– Kontraprestasi (imbalan) tidak dapat dirasakan oleh 
pembayar sumbangan jika berada di luar daerah yang 
dibiayai oleh sumbangan 

•  Contoh : Sumbangan pembangunan jalan, sumbangan 
pembangunan masjid 

 

Sumbangan 



Budgetair 

• Sumber dana pemerintah dalam 
pembangunan 

Regulerend/Mengatur 

• Alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 
sosial ekonomi 

FUNGSI PAJAK 



SYARAT PEMUNGUTAN 

Syarat Keadilan 

Syarat Yuridis 

Syarat Ekonomis 

Syarat Finansiil 

Sederhana 



TEORI YG MENDUKUNG 

• Teori Asuransi 

• Teori Kepentingan 

• Teori Daya Pikul 

• Teori Bakti 

• Teori Asas Daya Beli 



KEDUDUKAN HUKUM 

1. Hukum Perdata 
Mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya 

2.   Hukum Publik 
Mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, hukum tata 
negara, hukum tata usaha, hukum pajak, hukum pidana. 

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma yang menerangkan al: keadaan, 
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenakan pajak, 
berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan 
hapusnya utang pajak dan hubungna hukum antara pemerintah dan wajib 
pajak. Contoh: uu pph 

2.   Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 
materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini 
memuat al: 

a. Tata cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak. 
b. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan thd wp mengenai keadaan, 

perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak 
c. Kewajiban wp misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencataan, dan 

hak wp mis. Mengajukan kebaratan dan banding, contoh, kup 



PENGELOMPOKAN 

• Pajak langsung 

• Pajak Tidak Langsung Gol 

• Pajak Subyektif 

• Pajak Obyektif sifat 

• Pajak Pusat 

• Pajak Daerah 
Lembaga 

Pemungut 



TATA CARA PEMUNGUTAN 

• Stelsel nyata 

• Stelsel Anggapan 

• Stelsel Campuran 
Stelsel Pajak 

• Asas domisili 

• Asas Sumber 

• Asas kebangsaan 

Asas 
Pemungutan 

Pajak 

• Official assessment system 

• Self assessment system 

• With holding system 

Sistem 
Pemungutan 

Pajak 



TIMBULNYA UTANG 

Ajaran Formil 
Ajaran Materiil 

HAPUSNYA UTANG 

Pembayaran 
Kompensasi 
Daluwarsa 

Pembebasan dan Penghapusan 



HAMBATAN PEMUNGUTAN 

1. Perlawanan Pasif 
2. Perlawanan Aktif 



TARIF PAJAK 

1. Tarif Sebanding/Proporsional 
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 
nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam 
daerah pabean akan dikenakan ppn sebesar 10% 

2.   Tarif Tetap 
Tarif berupa jumlah yg tetap (sama) thd berapapun jumlah yang dikenai pajak 
sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif bea 
materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 
3.000,- 

3. Tarif Progresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 
semakin besar 

4. Tarif Degresif 
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 
semakin besar 


